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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 1908

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KEPALA DAERAH TINGKAT Il KUDUS
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Z;Ljigszu Qemgflntﬂh Ngmor & Tahun 1988 tentang Koor-
Nvg;;ﬁ R;glgtgg TﬁstanS} vertikal di Daerah ( Lembaran
" {“( (Tpu,11h IndoneslaATahun 1988 Nomor 10, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ).

E?faturén Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1992 tentang
ntnyfponggﬂrﬂan Otonomi Daerah dengan titik berat pada
Jaeran Tingkat 11 ( Lembaran Negara Republilk Indonesia

Tahun 1992 Nomor 77, Tamb
2l 3 f. Tambahan Lembaran Megara Rer ik
Indonesia Momnr 3487 " S

feputusan Menter
Momor 29
Daerah

- Dalam Negeri Langgal 30 Mei 1997
fahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas

Keputusan Menteri Dalam Negerl tanggal 17 OKtober 1993
Nomor 84 Tahun 1993 Lentang Peraturan Daerah dan Per
aturan Daerah Perubahan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tangaasl 26 Nopember
L?Qﬂ Momor 97 Tahun 1993% tentang Pola Organisasi Peme
rintah Daeirah dan Wilayah

Kepulbusan Menteri  Dalam Megeri  tanggal 12 Pebruari
1294 Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Megerl tanggal 31 Mei 1992
Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan
Dinas Daerah Tingkat TT

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat T Jawa Tengah
tanggal 19 Juli 19261 tentang Penyerahan sebagian dari
Tugasnya dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Ting
kat IT (Lembaran Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa
Tengah seri A& Tahun 1962 Momor 7).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Kudus

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH  KARUPATEN DAERAH  TINGKAT II KUDUS TEN-
TarG ORGAMNTSAST OAM TATAKERIA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
DAERAH TTHGKAT 1T KUDUS .

BeB I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan

ol

I

Naecrah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus

El

Pemerintah Dasrah adalah  Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat 1T Kudus

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat 17 Kudus

Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingket TI Kudus

a. Kepala



)

Kepala Dinas adalah Kep: i 3

dinas pala Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Kudus e
f. Unit Pelaksana Teknis
laksana Teknis
kat IT Kudus

‘ Dinas (UPTD) adalah Unit pe -
Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Ting-

El

. Cabang D%nas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat TT Kudus .

Bk T
REDUDUKAR . TUGAS POKOK Dadd FLRGS T
Pasal 2

(1) Dinas Peternakan adalah  Unsur Pelaksans Pemerintah
Daerah di bidang Peternakan.

(2) Dinas Peternakan dipimpin oleb seorang Kepala Dinas
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupatl Kepala Daerah

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menvelonggarakan
sebadian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang peternak
an wang menjadi tanggung Jawabnya dan tugas pembantuan
yvang diberikan oleh Pemerintah Pusat
Propinsl Dacrah Tingkat T Jawa Tengah

dan Pemerintah

Pasal 4

Untuk menye

enggal akan tugas pokok agaimana dimaksud
craturan Dserah ini, Dinas Peternakan mempunyai

4. pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan ke
bijaksanaan wang ditetapkan olelh Gubernur Kepalas
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan

o. pemberian  1zin dan  pembinaan  usaha  sesuail
tugasnys |

d. pele INaan penyuling

@, pengamanan teknis

f. pengkajian peneres
usaha tani

g. pengelolaan Unit  Palaks

f. pela

s

dengan

L
el dengan tugas pokoknya
1o teknologi anjuran di tingkat

sana Teknis Dinas Peternakan
sanaan urusan tata usaha dinas.

BelE TIT
ORGAMNTSASIT
Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organics

Pasal 5

Pola Organisasi Dinas  Peternakan ditetapkan Pola Mak
simal

Pasal &



Pasal &

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan terdiri dari

a. Repala Dinas

b. Subbagian Tata Uzaha

C. Seksi Produksi

d. Sekaj lieahsg

e. Seksi Keschatan Hewan

T Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peterpakan |
4. Seksi Penyuluhan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ’

) . K‘:‘.llf;l\l}."’)k Jababal f

unygsional

2) Subbagian Tata Usaha dan Seksi seksi sebagaimana di-
maksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang

Kepala vang berada di bawah dan bertangqung  Jjawab
kepada Kepala Dinas

~~
W

} Bagan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana

Cercantum dalam Lampiran, merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paglan Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Ulnas menimpin pelaksanaan  cdgas pokok dan fungsi
zebagalingna dinaioud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah inl.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal

-
-

Subbagian Tata Usaha mempunysil tugas melakukan urusan pe
rencanaan, kepedawaian, Keuangan., perlengkapan, dan
AL U

urus

Untuk menyelenggarakan  thngas  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & Peraturan Dasgrah ini, Subbagian Tata Usaha mem-
punyai FTungsi

G penyusnanan perencanaan, program, pelaporan, dan pembi-
naan organisasi dan tatalaksana ;

b opengelolaan administrasi kepegawaian

¢ pengelolaan administrasi keuangan

s

A pelaksanaan orusen vomah tangga,  surat menyurat, ke
arsipan dan perlengkapan.

Pasal 10
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Pacal 12 Decnboran Daerah Ini . Seksi Produksi mempunyad
Py

e bakeaniin B Cngan beloands reprodaled

Lo e bade i Bebmbdngan poemb bl tan ternak

C e takeanaan Bibmb Engan pengawasan,  pel adaran dan peng
et i

A e ol e Bebmb Egya penglead Tan dan penerapan.

Ml 14

(1) ekl Prodokal terdiel dard
i el b Teknlk Raprodokal
| abeokal e T Fan
ek b Prakan
[ ik 1 Kadl Terap
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Pasal 15

(1) S |
L) Subseks | [

ke eknik e ) i
kKebutuhan eaeme " neproduks
i Al semen  dap, mudicgap
lan menyalurkar Seme ‘
Lnseminge i buatan

Mmempunyg g tugas menyusurn
dan alih mudigal, Serta memantau
(2) S"l)‘-f"l":'ii Pembibitar

duks i Fernak ik pedesann A f 4L

te 4 ¢ 3 Y V1 Ik 71 = 1 1
: rnak bibiy MEMD 105 T 11 | ey eopy oo Pengamwasan muty
) POPOT A dasa . Jrstrasi

Tk T bernak dan meng
nak bkt rnak serta memantany kinerja ter

fMme: W o1
Mpunyas toga-, memb imbing pro

P
N
N’

L)
ubselksi Pak

, akan mempunyai
ubset v ] i - ) 5 i Al
peredaran pakan to; ez Jét mema it oy pengadaan .,

I',’l\ (:‘”“ ¢ l : L s o
L4l Subaseks ¢ o 6, ) =
el KA Terap mempunyai tugas membinbing pe

laksanaar o5 e
; anaan pengkaiian pencrapan teknologi di b

Peternakan Idang

Bagian Kelima
Sekai Usaha

Pacal 1

(o))

S§k31 Usaha mempuniyvai tugas  melaksanakan sebaglan tugas
Dinas ?eternm.an Jd1 bidang Usaha Tani ternak dan pengolah
an hasil ternak _

Pasal 17

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai
fungsi

a. pelaksanaan pelayanan uzahe peternakan

b. pelaksanaan pemantavan sumber daya peternakan

c. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil peternakan
d. pelaksanaan bimbingan pemasaran peternakan

(1) Seksi Usaha terdiri dari -

a. Subseksi Pelayanan Usaha ;
b. Subseksl Sumber Dava

. Subseksi Pengolahan Hasil ;
. Subseksi Pemasaran

(2) Masing-masing Subseksi <sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasai ini, dipimpin oleh secrang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Usaha.

Pasal 19

(1) Subseksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pe
layanan, dan pengawasan usaha tani ternak.

Daya mempunyai tugas melakukan inven-

(2) Subseks1l Sumbel
ketenagaan,

tarisasi Jdan memantau penyediaan lahan,
dan permodalan usaha ternak.
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(3} Subsaksi Pengolahen Hasil wempunvai tugas memantau
dan membimbina penaawasan pengolahan hasil ternak.

(4) Subseksy Pemasaran mempunyel tugas mengumpulkan., meng

1 gl -~ -~ - 3 L -
olan Jden menyailikan dabts penasaran hawan can penam-
pungan ternak

Bagian Keanam
Sekasl Kesehatan Hewan
Pasal 20

Seksl Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagdi
an tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan

Pasal 21

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Peraturan Daerah 1ni Seksi Kesehatan Hewan

<

mempunyai  fungsi

pelaksanaan pengamatan, peinyidikan dan epidemiologi
penyvakiit hewan erta membuat Pemetaan Penyakit Hewan:

b. pencegalian dan  pemberantasan  paenyakit hewan

c. pelaksanaan pelayvanan kesehatan hewan
d. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat vete

inel

(1) Seksi Kesenataii Hewan terdiri dary :

a. Subseksi Pengamatan aan Penyidikan

b. Subseksi Fepcegahan  canh Pemberanlaszan Penyak’ L
Hewan

. Subseksi Pelavanan Kesehatan Hewan

d. Subseksi Kesehatan Masvarakat Yeteriner.

(2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pacal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berads di

bawah dan bertanggung Jjawab Kepada Kepala Seksi

Kesehatan Hewan
Pasal 23

(1) “ubseksi Pengamatan  dan  Penyidikan mempunyai tugas
memb inbing  pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan
pembuatan Peta Penyakit Hewan.

(2) Subseksl Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
mempunyai tugas menbimbing pencegahan dan pemberanta-
san penyaskit hewan

(7)) Subscksi Pelayvanan Kesehatan HMHewan mempunyai tugas
memb:Tmbing teknis pelayanan Kesehatan hewan, dan me
mantan peredaran dan penggunaan obat hewan.

(4) Subseksl  Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyal
Pugas mengawasi higine dan sanitasi 1ingkungan usaha
peternakan, melakukan pengawasan rumah potong hewan,
romah potong unggas, memantan perlindungan dan melak
analkan pembinaan i bidang Kesehatan bahan-bahan
anal howoan ser ta pemberantasan penyakit zoonosa.

Ragian
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Ragian Ketugnh

gt“kt\i p("['\ypl-,» v
S0 )™ ¢ dar .
aran danp F‘(.»ngp"",“nqml Peternakan
¢ : 1K ¢
Pasal o4
Seks i

r‘(‘lly-\’\l)
Al o I
tugas ey

uu‘lﬂksquh(kﬂn
Penvebar an

Pengembsa :

— “Hﬂtmhangnrv Peternakan MEamp Uy a )

2 MDA A BB ) i

hlfhtng MALan tngas  Dinpas Peternakan di
an Pengembangaar peternakan.

'7”.”.'.] 25

g”r|m'iupny“lvnﬂjuuukmn Ehga
asal 24 Peraturan ah

Pﬂngumbnngnn P

2 -'-(4>H{h1jﬂﬁinii dimakaud  dalam
‘ Daeirah ini., Seksi Penyebaran dan
elernakan mempuny Al fungsi
a el akse i i ;

HL aksanaan bimbingan identifikasi
JdE N pence y e ~ N -
. W;]qr‘HynwlngdPrp“|U|Hdkﬁﬂ
JoobElaRsanaan bimbingan penyiapan lokasi
C. pelaksanaan pPenataan ternak
! pelaksanaan urusan redi

lokasi penyebaran
dan peternak
stiribusi ternak

Pasal 26

Penvebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri

da. Subsekal Tdentifikasi
b Subseksi Penyiapan

c . Subseksi Penataan

d. Subseksi Redistribusi .

(?) Masing-masing Subseksi  sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pacal dni, dipimpin oleh seorang Kepala vang berada
i bawah dan ber banagung  jawab kepada Kepala Seksi
Penyebar an dan Pengembangan Peternakan

Pasal 27

(1) Subseksi Tdentifikasi mempunyai tugas melakukan bim
bingan identifikasi lokasi penvebaran dan pengemnbang
an ternak

(?2) Subseksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan
tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi petani di
Nacrah penyebaran dan pengembangan peternakan.

(3) Subseksi Penatasn mempunyai tugas mengelola adminis
traci gaduhan dan bagi hasil ternak

(4) Subseksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan, seleksi dan penyebaran kembali ternak
bibit

Bagian Kedelapan
Seksil Penyuluhan
Pasal 28

seksi Penyvuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
gas Dinas Peternakan dibidang penyuluhan ternak

s
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Pas
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9
Pasal 99
uk: menyelenggarakan tugas

al 28 Peraturan Daerah
g

i "/’7«"""".(1/:'11m.'m.‘-; dimaksud dalam
I Sex e 1
" Seksi Pernyuluhan memp Ny a i

penyiapan dan pelak

s ) " ARSanNga ] el
Kerja penyuluhan e A program, metoda dan sistem
pai ":.'“(”‘“"/v‘“ 1l ; et a ,-(v,"'.;.l/".”,‘ so0sial dan ckonomi -

S e

aath, pPendayvaginaan i i 1< 218

i - ihe BEIT 1 mk ¢ et e=naad
ke Jaan Penyul uhan bimbingsn ketanags

l'("]"l"u'n'i\hl,.l|| by mls

petani ambingan dan pengembarnagan ke lembagaan
YETE A DA A ! .

; , B Pengadaan prengolahan dan bimbingan
Pencayagunaarn e ana penynluhan

ifq|1h|ﬂhhﬂl. Pengadaarn penyebaran  dan bimbingan
Pengembangan mater | penynlahan

Pasal %0)

el Penyvalohan Ler e

a. Subseks Fata Peryul uhan
b Subcek i Kelembagaan, Tenaga dan Sarana

(2) Masing ma.ing Subszek: chagaimana dimaksud ayat (1)

(1

(2

(1)

s r>}
I\' ’

Pasal in dipimpin oleh =seorang Kepala yang berada
Al bawah dan bertanggung Jawal kepada Kepala Seks)
Pyl uhan

Pasal 31

) Subseksi  Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan
pelavanan tekniz dan adminictrasi kepada para penyu-
luh peternakan dalam menyusun dan melaksanakan pro-
qram penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja
penyuluhan, Identifikacsiy faktor penentu, rekayasa
sosial dan ekonomil, pelaksanaan penyuluhan dan bim-
bingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

) Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tu-
gas  menyusun  rencana  Kebutuhan dan  mendayagunakan
tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan me
ngelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebar-
kan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan
teknizs dan adminstrasi kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani. pe
nyelenggaraan kursus-kursus tani., penggunaan sarana
penyuluhan dan perumusan serta penviapan materi
penyulithan .

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal S

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternak
an yang mempunyai wilayah Kerja meliputi satu atan
boeberapa Kecamatan dalam Daerah

Cabang  Dinas  dipimpin  oleh seorang Kepala Cabang
Dinas yang berads dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas
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Pasal 33

Cabang Dinas  dapat  diber
! apat  dibent
akan ditetapkan ol ;

berdasark:
- 2 1581 Kk A
eh Menteri p T

Kriteria e
alam Neger i B
Bagian Kezepuluh

Unit e -
Unit Pelaksana leknis Dinas

Pazal 34
() Uit Pe ke )
C unsur Dll‘.}‘il";f'.f‘ﬁ”.“jt Teknis Dinas  perkedudukan sebagai
1 elansana Operasional Dinss Peter nakan

I
~J
~—r

Unit Pelaksana

) Tekni
Repala

WA 8| b &rada
Kepada Kepala Dina

Dinas dipimpin oleh

3 Seorany
a1l bawah dan

bertanggung  Jawab

Pasal IS

1 D alee n - N "
EP%lmf‘}vﬂf}ﬂk{lT?kupf 01 nas dqpat d)b@quﬂi be dasargan
i eria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Bagian Kesebela

F¥elompok Jabatan Fungsional
Pasal 36

Lelompok Jabatan Fungsional memponyai

Kegiatan teknis Dinas
masing-masing

tugas melaksanakan
Peternakan sssual bidang keahlian

Pasal 3Z7

(1) Kelompaok Jabatan Fungsional  terdiri  dari sejumlah
tenaga dalam Jendang jabatan fungsional yvang dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua

kelompolk vang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana

Teknis Dinas yang bersangkutan.

(2) Yelonpok Jabatan Fungsional

dapat dibagi atas kelom-
pok dan cub kelompok cesual

kKebutuhan.

(2) Jomlah tenaga fungsional ditentukan beradasarkan ke
butuhan beban kerja

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan se-

susi dengan peraturan perundang-undangan  yang ber
Taku.

BéF Iy
TATAKFERIA
Pasal 38

(1) Dalam  wmelaksanakan  tugas,

Dinas Peternakan, Unit
Pelaksana Te

inis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional

dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip Koordinasi
integrani, dan sinkronizasi bailk di dalam maupun

antar satuan organisasi
e 1.ng.

o

dengan tugas masing-

{(?) Dalam

#
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¢ ) Dalam  melaksanakan Engasnyg
menye bangagar aka kUHldihﬂ’i’
vara yang sebaik-baiknya

Dinas Peterna

] Kan wajip
Secara fungsion J

al dengan

F'l“'vf‘] :IJ’:’
(1) Kepala Dinas melaksanak

bijaksanaan yang dite rlar tugasnya berdasarkan ke
« $ ¢ B kar . W - i =
rah apkan oleh Bupati Kepala Dae

(2) Ke ala D1 nas -
mehi;ly Phas - wagib o member i kan petunjuk . membina
WYng, dan mengawas i peker jaan  unsur-unsur Iﬁ£‘ﬁ1)

bantu dag ,
! i an pelaksana Van By oy s )

. V ‘ ‘ VoA v ad al. N
dinasnya Rl Fada dalam 1ingkungan

By
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT TAM

Pasal 40

Kepala Dinas . Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi

Kepala Subseksi ., Kepala Urusan, Kepala Cabang Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Toknis Dinas, dan KelompoK Jabatan
Fungsisonal diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang
boerwenoang osuai dengan peraturan peiundang - undangan vang

oy Takn
INR W

KETENTUAN | ATN- 1 ATH
Pasal a1

Jenjang jabatan dan Kepanghatan serta susunan kKep gawaian
diatur s=esuai Jdengan peraturan  perundang-undangan  yang

ber laku
anb VT
KETENTUAN PENUTUR
Pasal a2

Hal-hal vang belum diatw dalam Peraturan Daerah inl se
panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Rupati Kepala Daerah

Pasal 43

Nengan ber lakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan
naerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kndus Nomor 26 Tahun
19980 tentanyg Susunan 0Organisasi dan Tatakerja Dinas
pelornakan Kabupaten Daeirah Tingkat 1T Kudus dinyatakan

dak berlaku lagi
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